
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 

NOMOR  TAHUN 2019 

TENTANG 

INFORMASI JABATAN 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan 
pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan 
fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota 
Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan 
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas 
kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna 
secara maksimal; 

c. bahwa berdasarkan pettimbangan sebagaimana 
dimkasud huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi 
Jabatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota 
Banjarmasin; 

Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 3-3 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2014 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Banjarmasin. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin. 

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 

4. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota 
Banjarmasin. 



5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Kota Banjarmasin. 

6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari 
struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan 
(job description). 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu 
susunan organisasi. 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah. 

9. Jabatan  Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil 
negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN 

Pasal 2 

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya 
pembinaan, penyempurnaan dan penataan . di bidang Kelembagaan, 
Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum 
pemerintahan. 

..._.- BAB III 

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN 

Pasal 3 

(1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Perpustakaan dan Arsip berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah. 

(2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 



Pasal 4 

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas 
usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 12 ..dc: ..: ealocr 2C.1';-; 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

IBNU SINA 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal :til.ber 2c 1:: 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 



PETA JABATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN 

KEPALA DAMS 

SEKRETARIS 

KELOMPCX JABATAN FUNGSIONAL 

Jabatan 

Arstans Terampl 

Arsparts Matw 

Ar...parts Pernefaa 

Acs parts Ari Pertama 

Arspans Mk Mudd 

Pustakawan Pete/ea. 

Pustabzwan Pelaasana Larnutan 

Pustaiawan Penyere 

Pantaiewan Pertama 
Pvstakawan Muda 

Pranata Kant.. Petaksana 

Pranata Kornputer Pelaksana tarlatan 

Kenai." Sub Sagan Perencanaan dan Kekergan 

Jabatan 

Bendahara 

VenRkator Keuangan 

Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 

Pengelola Gay 

Kepala Sub BagIan Umum dan Keperwaan 

Jabatan 

Penyusun lusbutuhan Baring Inventarts 

Pengelola Pernanfaatan Bararag Mirk 
Daerah 

Pengadninetr. Urania 

Pergadmmistrast Kcpcgawaan 

Kepata &clang Poragembangan dan Pcmberdayaan 
Kegernaran Membxa 

KWdta Sekv Pernbnaan dan Pengentungan 
Perpustaiaan 

*pat, Badang Pembnaan dan Pergawasan Kearspan 

Kepata Sekv Perntanaan Perangkat Daerah 

Kepala Wang Pengektaan Arsrp 

Kepala Se,. Peng,*laan Arsip Drams 

Jabatan labatan labatan 

Peng.. Perpustakaan  Penyukh Kearspan  Pranata Repro/As. Amp 

Pengadmeastrau Pepantakaan 

Koala Seku Pernbmaan dan Pengernbangan Teller 
Papustakaan 

Kepata Seis. Pembenaan Perusahaark Organs. 
Kernasyaraaatan/ Organ.s. Pokbk. MasYarakaf dan 

Kektahan 
KepaW Set. Akio. dan Pergolahan Arsp Stabs 

Pranata Kearspan Pranata Kearstun 

Jabatan 

Penyulah Kear...pan 

Jabatan 

Pranata Restor. Amp 

Pengefola Bahan Pustaka  Pranata Kearspan 

_1

1 

 Kepata Seks1 Pengembang. Perrtudayaan 
Kegemaran Merrteca Kepala Se. Pengawasan Kearsapan 

Jabatan 

Pranata Kear,Pa. 

Kepala Sdal Preservasa dan Layaran Inform. Arsp 

Jabatan 

Pengorah Data Peayanan 

Pranata Kearspan  

WALIKOTA E3ANJARMASIN, 

II3NU SINA 

Jabatan 

Perryman Rencana Kehurnasan dan Perpustakaan 

Pengekga Perpustakaan 
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